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ABSTRAK 

Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam Tindak Pidana 
Pencabulan 

Studi Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY 

Oleh 

FUAD BAWAZEIR 

188400027 

Hukuman kebiri kimia sendiri berawal dari dorongan dan usul dari Komisi 
Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian 
Kesehatan, dan Kementrian Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga tersebut 
beranggapan bahwa hukuman tersebut diharapkan dapat memberikan efek jera yang 
maksimal bagi pelaku pedofil dan mencegah calon pelaku Pencabulan melakukan 
hal serupa. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini yaitu, Bagaimana 
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan kebiri kimia dalam 
Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY dan Bagaimana pelaksanaan hukuman 
pemberatan kebiri kimia terhadap pelaku Tindak pidana pencabulan. Penelitian ini 
menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis 
penelitian hukum sosiologis, serta Wawancara (interview) dengan pihak Pengadilan 
Negeri di kota Medan yang dianggap mampu menjawab pertanyaan yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. Berdasarkan   ketentuan   Pasal   81 A   UU   No.17   
Tahun   2016   menyebutkan   bahwa “tindakan  kebiri  kimia  dan  pemasangan  
alat  pendeteksi  elektronik  pada  pelaku kekerasan  seksual  terhadap  anak  
dikenakan  untuk  jangka waktu  paling  lama  2  (dua) tahun  dan  dilaksanakan 
setelah terpidana menjalani pidana pokok”. Kebiri kimia sangat efektif terhadap 
kasus pencabulan dikarenakan sudah banyak korban maupun seorang anak, 
perempuan, hingga laki-laki yang bisa mengganggu kesehatan psikis maupun 
kejiwaan korban pencabulan tersebut. 

 

Kata Kunci : Tindak Pidana, Pencabulan dan Kebiri 
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1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual merupakan suatu jenis 

kejahatan yang bukan saja menjadi permasalahan dalam hukum nasional melainkan 

sudah menjadi permasalahan dalam hukum internasional yang juga banyak terjadi 

di negara-negara lainnya. Kejahatan kesusilaan dapat terjadi dan masih terus terjadi 

hingga saat ini karena beberapa faktor diantaranya karena korban dibawah ancaman 

dan membuat korban takut untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 

berwajib, korban tidak tahu bahwa perbuatan pelecehan seksual yang terjadi 

padanya adalah sebuah kejahatan terutama apabila korban masih anak-anak, atau 

hal-hal lain yang terkait dengan kemajuan teknologi yang membuat segala hal 

sangat mudah untuk ditemukan dan didapatkan, serta kurangnya perlindungan 

terhadap hal-hal apa saja yang dapat ditemukan dapat membuat seseorang memiliki 

kebebasan yang sangat bebas dan tidak jarang kebebasan tersebut disalah gunakan 

dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan suatu kejahatan yang merugikan bagi 

orang lain.1 

Kejahatan kesusilaan yang berawal dari pelecehan seksual, sering dianggap 

sebagai hal biasa atau lumrah terjadi dan kemudian berujung pada suatu kejahatan. 

Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan antara perempuan dan laki-

laki (dimana salah satu pihak dilecehkan martabatnya), dan pelecehan seksual ini 

                                                           
       1 Sumera Marcheyla,April-Juni 2013,” Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap 
Perempuan”, Lex et Societatis, Vol. I, No.2 
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tidak hanya dapat terjadi pada perempuan saja namun tidak menutup 

kemungkinan hal tersebut dapat pula terjadi pada laki-laki meskipun saat ini yang 

sering terjadi adalah pelecehan seksual dengan perempuan sebagai korbannya2. 

Masih marak terjadinya kasus kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual terjadi 

karena kurangnya pemahaman dan tingkat kepekaan masyarakat terhadap kasus-

kasus seperti ini, dimana masyarakat sepakat berpendapat bahwa kasus-kasus 

seperti kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual ini hanya sebatas pada 

permasalahan yang terkait moralitas saja dan bukan merupakan suatu permasalahan 

yang memerlukan penanganan yang lebih serius jika dibandingkan dengan kasus-

kasus lainnya seperti pembunuhan atau korupsi. Kasus mengenai kejahatan 

kesusilaan atau pelecehan seksual sendiri di masyarakat masih dianggap kurang 

penting untuk ditanggapi secara lebih serius, karena didukung juga dengan 

kurangnya pengertian dan materi yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang secara lebih mendetail dan tegas mengenai hal-hal 

terkait kejahatan kesusilaan dan hanya menganggapnya sebagai sebuah 

pelanggaran terhadap kesusilaan3 

Menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2011 

saja telah terjadi 2.275 kasus kekerasan terhadap anak, 887 di antaranya adalah 

kekerasan seksual anak. Pada tahun 2012 terdapat 3.871 kasus kekerasan terhadap 

anak, 1.028 di antaranya merupakan kekerasan seksual terhadap anak. Pada 2013, 

dari 2.637 kekerasan terhadap anak, 48 persen atau sekitar 1.266 adalah kekerasan 

seksual anak. Oleh karena itu, Presiden kemudian mengeluarkan perintah untuk 

                                                           
       2 Ibid Vol. I, No.2 
       3 Ibid Vol. I, No.2 
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3 
 

merevisi kembali Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (Tentang Perlindungan 

Anak) dan kemudian sampai pada keputusannya diterbitkannya Perppu (Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagai 

peraturan untuk mengatur penambahan dan pemberatan pidana bagi para pedofil 

dan mencegah para calon pelaku pedofil. 

Kemudian dalam Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang) Nomor 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), tindak pidana tambahan bagi pelaku 

pelecehan seksual diatur dalam bentuk pengumuman identitas, pelaksanaan 

pengebirian kimia dan pemasangan alat deteksi elektronik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 81. Penghukuman untuk pengebirian kimia sendiri berawal dari 

dorongan dan usulan dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 

Kementerian Kesehatan, dan Departemen Pendidikan Nasional. Lembaga-lembaga 

ini menganggap bahwa hukuman tersebut diharapkan memiliki efek jera maksimum 

pada pedofil dan mencegah calon pelaku pelecehan seksual melakukan hal yang 

sama. 

Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap kekerasan seksual 

karena anak selalu diposisikan sebagai lemah atau tidak berdaya dan memiliki 

ketergantungan yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang 

membuat anak tidak berdaya ketika diancam untuk tidak menceritakan apa yang 

mereka alami. Hampir dari setiap kasus yang terungkap, pelaku adalah seseorang 

yang dekat dengan korban. Tidak sedikit pelaku adalah orang-orang yang memiliki 

dominasi atas korban, seperti orang tua dan majikan. Tidak ada karakteristik 
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spesifik tunggal atau tipe kepribadian yang dapat diidentifikasi dari pelaku 

pelecehan seksual anak. Dengan kata lain, siapa yang menyindir bisa menjadi 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak atau penganiayaan. Kemampuan pelaku 

untuk mengendalikan korban, baik dengan tipu daya maupun ancaman dan 

ancaman dan kekerasan, menyebabkan kejahatan ini sulit dihindari. Dari semua 

kasus kekerasan seksual terhadap anak baru terungkap setelah peristiwa itu terjadi, 

dan tidak sedikit yang memiliki dampak mematikan.  

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar biasa yang 

meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam dan 

membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan pertumbuhan 

anak, serta mengganggu rasa nyaman, damai, aman, dan ketertiban 

masyarakat. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan luar 

biasa yang meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan mengancam 

dan membahayakan nyawa anak, merusak kehidupan pribadi dan 

pertumbuhan anak, serta mengganggu rasa nyaman, damai, aman, dan 

ketertiban masyarakat , dan dapat mengurangi tingkat kejahatan seksual terhadap 

anak. Namun di sisi lain, penerapan pengebirian kimia dianggap sebagai 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Hak asasi manusia pada hakikatnya 

adalah hak paling dasar yang dimiliki oleh seluruh umat manusia sebagai anugerah 

tertinggi dari Tuhan Yang Maha Esa, dimanapun manusia hidup, karena dengan hak 

tersebut manusia dapat menjadi makhluk yang bermartabat. 

Dampak psikologis pada anak akan melahirkan cedera berkepanjangan 

yang kemudian akan melahirkan sikap tidak sehat seperti rendah diri, ketakutan 
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5 
 

berlebihan, perkembangan mental anak terganggu dan akhirnya mengakibatkan 

keterbelakangan mental. Ini adalah kenangan buruk bagi anak-anak korban 

pelecehan.  

Kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Indonesia sebagai salah satu 

indikator buruknya kualitas perlindungan terhadap anak, keberadaan anak yang 

dianggap tidak mampu hidup mandiri tentu membutuhkan perlindungan orang 

dewasa sebagai perlindungan.  

Diharapkan setiap anak mampu memikul tanggung jawab, hal ini 

diharapkan agar anak perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya 

untuk tumbuh dan berkembang secara sempurna, baik fisik, mental 

maupun sosial serta memiliki akhlak mulia. Sehingga perlu dilakukan 

upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan 

memberikan jaminan pemenuhan hak dan perlakuannya tanpa 

diskriminasi. 

Berikut adalah tabel jumlah perkara tindak pidana pencabulan terhadap 

anak yang ditangani oleh Unit PPA Polrestabes Medan dari tahun 2015-2018, 

berdasarkan hasil riset yang telah penulis lakukan di Polrestabes Medan: 4 

 

 

 

                                                           
       4 http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyakdi-
Tahun-2016, 
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Tabel 1 : Jumlah Perkara Pencabulan Terhadap Anak  

Dari Tahun 2015 - 2018 di Unit PPA Polrestabes Medan 5 

  
TAHUN KASUS 

2015 26 

2016 24 

2017 27 

2018 9 

 

Seperti Kasus Pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Muh. Aris bin 

Syukur pada 2 Mei 2019 yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "Pencabulan Anak Dibawah Umur”. Menjatuhkan pidana 

terhadap Muh. Aris dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun, dan denda 

sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan 

dengan pidana tambahan yaitu kebiri kimia.6 

Berdasarkan uraian di atas, maka penyusun tertarik untuk melakukan 

penelitian hukum pidana yang berjudul “IMPLEMENTASI PIDANA 

TAMBAHAN KEBIRI KIMIA DALAM TINDAK PIDANA PENCABULAN 

(STUDI PUTUSAN NOMOR 695/Pid.Sus/2019/PT SBY)” 

                                                           
       5 Ibid http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan 
       6 https://www.tribunnews.com/nasional/2022/01/12/mengingat-kasus-m-aris-terpidana-
pertama-di-indonesia-yang-divonis-kebiri-kimia-perkosa-9-anak 
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Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan 

mengetahui lebih dalam tentang Implementasi Kebiri Kimia Terhadap Tindak 

Pidana Cabul 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah : 

a. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana tambahan 

kebiri kimia dalam Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT SBY? 

b. Pelaksanaan Hukuman Pemberatan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Pencabulan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan masalah dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui dan Pertimbangan Hakim atas penjatuhan Pidana 

Tambahan Kebiri kimia terhadap putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT 

SBY 

b. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan Pidana Tambahan 

berupa Kebiri Kimia atas tindak Pidana Pencabulan 

 

1.4 Manfaat Penelitian 
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 Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti 

Hasil Penelitian ini dapat memenuhi salah satu syarat sebagai sarjana di 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang berkonsentrasi di 

Bidang Pidana 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil Penelitian ini diharapkan sebagai tambahan wawasan untuk 

mengetahui bagaimana penambahan Kebiri Kimia bagi Pelaku Cabul 

1.5 Metode Penelitian 

Penelitian hukum merupakan upaya untuk mencari dan menemukan 

pengetahuan yang benar mengenai hukum. Mencari dan menemukan itu 

tentu saja ada caranya, yaitu melalui metode. Penelitian ini menggunakan 

jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian 

hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu 

mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam 

kenyataan di masyarakat (Bambang Waluyo, 2008:15). Menurut Soerjono 

Soekanto dan Sri Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris 

atau yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti data primer (Soekanto dan Mamudji, 2010:14). Sifat penelitian 

yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif 

analisis dari studi kasus Putusan Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT 

SBY. 
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Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan 

dengan analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan 

kaitan dengan permasalahan yang diteliti (Thalis, 2013:20). Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu putusan pengadilan tinggi 

Surabaya serta hasil wawancara dan data sekunder.  

Adapun data sekunder terdiri dari bahan hukum primer berupa 

putusan pengadilan tinggi Surabaya, Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No. 1 

Tahun 2016 (Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan Anak) sebagai peraturan untuk mengatur 

penambahan dan pemberatan pidana, kemudian bahan hukum sekunder 

yang terdiri dari refrensi buku-buku yang terkait dengan penelitian dan 

bahan hukum tertier yaitu berupa kamus sebagai penterjemah dari bahasa 

asing. Adapun teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara dan 

penelitian pustaka. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 

memilahmilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, 

mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang 

dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. 
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1.6 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap benar, 

tetapi masih perlu dibutikan. Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan peneliti 

tentang hasil yang akan dicapai. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah : 

1. Penjelasan implementasi terhadap putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT 

SBY 

2. Penjelasan penjatuhan pidana tambahan terhadap putusan Nomor 

695/Pid.Sus/2019/PT SBY 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 

2.1.1 Defenisi Tindak Pidana 

Tindak pidana adalah perbuatan yang tidak hanya dirumuskan oleh KUHP 

sebagai tindak pidana atau tindak pidana. Jika dalam arti luas hal ini terkait dengan 

pembahasan masalah kenakalan, penyimpangan, perubahan kualitas kejahatan, 

proses kriminalisasi dan deskriminalisasi suatu perbuatan atau kejahatan dengan 

mempertimbangkan tempat, waktu, kepentingan dan kebijakan kelompok penguasa 

serta pandangan hidup, terkait dengan pembangunan sosial, ekonomi dan budaya 

pada saat yang bersamaan.7 

Kejahatan atau biasa disebut dengan wrongdoing merupakan fenomena 

masyarakat karena tidak dapat dipisahkan dari ruang dan waktu. Menurut Van 

Hamel, tindak pidana adalah perilaku seseorang yang dirumuskan dalam hukum, 

yang melanggar hukum, yang harus dihukum dan dilakukan dengan rasa bersalah. 

Dalam pemerintahan suatu negara, harus diatur mengenai hukum dan pemberian 

sanksi atas pelanggaran hukum tersebut. Hukum adalah seluruh rangkaian aturan 

atau metode dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksa untuk dilaksanakan 

dengan sanksi. 

 

                                                           
       7 S.R.Sianturi, 2002, Asas-asas HukumPidana di Indonesia dan penerapannya, cet.3, 
Jakarta:Storia Grafika, hlm. 204 
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Ada juga beberapa arti menurut para ahli. Menurut Van Hamel, kejahatan atau 

pemberondongan adalah penderitaan khusus, yang telah diberlakukan oleh otoritas 

yang berwenang untuk menjatuhkan kejahatan atas nama Negara sebagai orang 

yang bertanggung jawab atas tatanan hukum umum untuk pelaku, yaitu, hanya 

karena orang tersebut telah melanggar aturan hukum yang harus ditegakkan oleh 

negara 8 

Menurut Simons, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang oleh undang-

undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang 

dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.9 

Untuk menjatuhkan pidana terhadap pelaku tentu perlu ditetapkan perbuatan 

apa saja yag termasuk dalam kategori tindak pidana, sesuai dengan prinsip atau asas 

legalitas “Tiada satu perbuatanpun yang dapat dipidana melainkan karena 

kekuatan aturan pidana yang ada sebelum perbuatan tersebut dilkukan.”10 

Pompe mengemukakan dua gambaran tentang peristiwa pidana, yakni :11 

1) Gambaran Teoritis 

2) Gambaran Hukum Positif 

Dalam gambaran teoritis terdapat tiga anasair, yakni : 

a) Suatu kelakuan yang bertentangan melawan hukum 

b) Suatu kelakuan yang diadakan karena pelanggaran bersalah 

                                                           
       8 P.A.F Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung 2002, Hlm. 47 
       9 Ibid, hlm. 48 
       10 Pasal 1 ayat 1KUHP 
       11 Prof. H. Syamsul Arifin, SH., MH Zaini Munawir, SH., M.Hum dan Muhammad Yusrizal 
Adi Syaputra, SH., MH Pengantar Hukum Indonesia, Citapustaka Media, Bandung 2014, Hlm. 96 
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c) Suatu kelakuan yang didapat hukum 

Mengenai gambaran hukum positif Pompe mengemukakan bahwa baik 

anasir melawan hukum maupun anasir bersalah bukanlah suatu anasir mutlak dari 

peristiwa pidana. Tetapi karena hukum positif juga menganut ”Tiada kesalahan 

tanpa suatu kelakuan yang melawan hukum”, ternyata kedua gambaran ini bertemu 

juga pada azas “Tiada hukuman tanpa kesalahan”12 

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Setelah mengetahui definisi dan pemahaman yang lebih dalam tentang tindak 

pidana itu sendiri, maka dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur tindak pidana. 

Intinya, setiap tindak pidana harus dari unsur eksternal (fakta) oleh perbuatan, 

mengandung perilaku dan konsekuensi yang ditimbulkan olehnya. Keduanya 

memunculkan peristiwa di alam kelahiran (dunia).  

Unsur-unsur tindak pidana menurut Moeljatno terdiri dari 

1) Kelakuan dan akibat 

2) Hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi 

menjadi :13 

a) Unsur subyektif atau pribadi 

Yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan, misalnya 

unsur pegawai negeri yang diperlukan dalam delik jabatan seperti 

dalam perkara tindak pidana korupsi. Pasal 418 KUHP jo. Pasal 1 ayat 

                                                           
       12 Ibid, Hlm. 96 
       13 Dr.Joko Sriwidodo,S.H.,M.H.,M.Kn, KAJIAN HUKUM PIDANA INDONESIA “Teori dan 
Praktek” Penerbit Kepel Press, Yogyakarta 2019, hlm. 127 
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(1) sub c UU No. 3 Tahun 1971 atau pasal 11 UU No. 31 Tahun 1999 

jo. UU No. 20 Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima 

hadiah. Kalau yang menerima hadiah bukan pegawai negeri maka tidak 

mungkin diterapka pasal tersebut. 

b) Unsur obyektif atau non pribadi 

Yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat, misalnya pasal 160 

KUHP tentang penghasutan di muka umum (supaya melakukan 

perbuatan pidana atau melakukan kekerasan terhadap penguasa umum). 

Apabila penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka tidak 

mungkin diterapkan pasal ini 

Unsur keadaan ini dapat berupa keadaan yang menentukan, 

memperingan atau memperberat pidana yang dijatuhkan.14 

1) Unsur keadaan yang menentukan misalnya dalam pasal 164, 

165, 531 KUHP Pasal 164 KUHP :  

barang siapa mengetahui permufakatan jahat untuk 

melakukan kejahatan tersebut pasal 104, 106, 107, 108, 113, 

115, 124, 187 dan 187 bis, dan pada saat kejahatan masih 

bisa dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya 

kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang 

terancam, diancam, apabila kejahatan jadi dilakukan, dengan 

pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau 

denda paling banyak tiga ratus rupiah. Kewajiban untuk 

melapor kepada yang berwenang, apabila mengetahui akan 

                                                           
       14 Ibid hlm. 127 
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terjadinya suatu kejahatan. Orang yang tidak melapor baru 

dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, jika kejahatan 

tadi kemudian betul-betul terjadi. Tentang hal kemudian 

terjadi kejahatan itu adalah merupakan unsur tambahan.  

Pasal 531 KUHP : barang siapa ketika menyaksikan bahwa 

ada orang yang sedang menghadapi maut, tidak memberi 

pertolongan yang dapat diberikan kepadanya tanpa 

selayaknya menimbulkan bahaya bagi dirinya atau orang 

lain, diancam, jika kemudian orang itu meninggal, dengan 

pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling 

banyak tiga ratus rupiah. Keharusan memberi pertolongan 

pada orang yang sedang menghadapi bahaya maut jika tidak 

memberi pertolongan, orang tadi baru melakukan perbuatan 

pidana, kalau orang yang dalam keadaan bahaya tadi 

kemudian lalu meninggal dunia. Syarat tambahan tersebut 

tidak dipandang sebagai unsur delik (perbuatan pidana) 

tetapi sebagai syarat penuntutan. 

2) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana Misalnya 

penganiayaan biasa pasal 351 ayat (1) KUHP diancam 

dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan. Apabila 

penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat; ancaman 

pidana diperberat menjadi 5 tahun (pasal 351 ayat 2 KUHP), 

dan jika mengakibatkan mati ancaman pidana menjad 7 
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tahun (pasal 351 ayat 3 KUHP). Luka berat dan mati adalah 

merupakan keadaan tambahan yang memberatkan pidana 

 

c) Unsur Melawan Hukum 

Dalam perumusan makanan lezat, elemen ini tidak selalu dinyatakan 

sebagai elemen tertulis. Terkadang unsur ini tidak dirumuskan secara 

tertulis rumusan pasal, karena sifat perbuatan melawan hukum atau 

pantangan melakukan perbuatan jelas dari istilah atau rumusan kata 

yang disebut . Misalnya pasal 285 KUHP : “dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh di luar 

perkawinan”. Tanpa menambahkan kata melawan hukum, semua orang 

memahami bahwa memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

adalah pantang atau sudah mengandung sifat melanggar hukum. Jika 

terdaftar, penuntut harus memasukkannya dalam surat dakwaan dan 

karenanya harus dibuktikan. Jika tidak terdaftar, maka jika dugaan 

perbuatan tersebut dapat dibuktikan, maka secara diam-diam unsur 

tersebut dianggap ada.15 

Unsur melawan hukum yang dinyatakan sebagai unsur tertulis 

misalnya pasal 362 KUHP dirumuskan sebagai pencurian yaitu 

pengambilan barang orang lain dengan maksud untuk memilikinya 

secara melawan hukum. Pentingnya pemahaman terhadap pengertian 

unsur-unsur tindak pidana. Sekalipun permasalahan tentang 

“pengertian” unsur-unsur tindak pidana bersifat teoritis, tetapi dalam 

                                                           
       15 Ibid hlm. 129 
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praktek hal ini sangat penting dan menentukan bagi keberhasilan 

pembuktian perkara pidana. Pengertian unsur-unsur tindak pidana 

dapat diketahui dari doktrin (pendapat ahli) ataupun dari yurisprudensi 

yan memberikan penafsiran terhadap rumusan undang-undang yang 

semula tidak jelas atau terjadi perubahan makna karena perkembangan 

jaman, akan diberikan pengertian dan penjelasan sehingga 

memudahkan aparat penegak hukum menerapkan peraturan hukum. 

Bagi Jaksa pentingnya memahami pengertian unsur-unsur tindak 

pidana adalah :16 

1) Untuk menyusun surat dakwaan, agar dengan jelas;  

2) Dapat menguraikan perbuatan terdakwa yang 

menggambarkan uraian unsur tindak pidana yang 

didakwakan sesuai dengan pengertian/penafsiran yang 

dianut oleh doktrin maupun yurisprudensi;  

3) Mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada saksi atau ahli 

atau terdakwa untuk menjawab sesuai fakta-fakta yang 

memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan;  

4) Menentukan nilai suatu alat bukti untuk membuktikan unsur 

tindak pidana. Biasa terjadi bahwa suatu alat bukti hanya 

berguna untuk menentukan pembuktian satu unsur tindak 

pidana, tidak seluruh unsur tindak pidana;  

5) Mengarahkan jalannya penyidikan atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan berjalan secara obyektif. Dalil- dalil yang 

                                                           
       16 Ibid hlm. 129 
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digunakan dalam pembuktian akan dapat 

dipertanggungjawabkan secara obyektif karena 

berlandaskan teori dan bersifat ilmiah 

6) Menyusun requisitoir yaitu pada saat uraian penerapan fakta 

perbuatan kepada unsur-unsur tindak pidana yang 

didakwakan, atau biasa diulas dalam analisa hukum, maka 

pengertian-pengertian unsur tindak pidana yang dianut 

dalam doktrin atau yurisprudensi atau dengan cara 

penafsiran hukum, harus diuraikan sejelas-jelasnya karena 

ini menjadi dasar atau dalil untuk berargumentasi. 

d) Unsur Formal 

Dalam artian sesuatu akan dihukum jika ada peraturan pidana 

sebelumnya yang telah mengatur tentang perbuatan tersebut, sehingga 

hakim tidak dapat menjatuhkan pidana yang telah dilakukan 

berdasarkan hukum pidana, maka tidak ada tindak pidana. Diancam 

dengan hukuman, ini berarti bahwa KUHP mengatur hukuman yang 

berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.. 17 

Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur 

kesalahannya adalah harus ada kehendak, keinginan atau kehendak dari 

orang yang melakukan kejahatan tersebut dan orang tersebut 

melakukan sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya 

terhadap akibat perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat 

diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang 

                                                           
       17 Ibid hlm. 130 
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memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. 

Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat 

ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari 

pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya. 

e) Unsur Material 

Dari tindak pidana bertentangan dengan hukum, yang harus benar-

benar dirasakan oleh masyarakat agar tidak dilakukan tindakan. Jadi 

meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-undang, 

tetapi jika tidak melawan hukum, maka perbuatan tersebut bukan tindak 

pidana. Unsur-unsur tindak pidana dalam ilmu hukum pidana 

dibedakan dalam dua macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. 

Unsur objektif adalah unsur yang terdapat di luar diri pelaku tindak 

pidana. Unsur ini meliputi :18 

 Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau 

kelakuan manusia itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal 

membunuh (Pasal 338 KUHP), menganiaya (Pasal 351 

KUHP). 

 Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini 

terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan 

secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), 

penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. 

                                                           
       18 Ibid hlm. 131 
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Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan 

diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum 

pidana itu harus bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak 

dinyatakan dengan tegas dalam perumusan. 

f) Unsur lain yang menentukan sifat Tindak Pidana 

Ada beberapa tindak pidana yang untuk mendapat sifat tindak 

pidanya itu memerlukan hal-hal objektif yang menyertainya, seperti 

penghasutan (Pasal 160 KUHP), melanggar kesusilaan (Pasal 281 

KUHP), pengemisan (Pasal 504 KUHP), mabuk (Pasal 561 KUHP). 

Tindak pidana tersebut harus dilakukan di muka umum.19 

g) Unsur yang memberatkan Tindak Pidana 

Hal ini tertuang dalam tindak pidana yang memenuhi syarat akibat 

akibatnya, yaitu karena akibat tertentu, ancaman pidana diperberat, 

misalnya merampas kebebasan seseorang (Pasal 333 KUHP) diancam 

dengan pidana penjara dengan jangka waktu yang lama 8 (delapan) 

tahun, jika perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat ancaman 

pidana diperparah lagi menjadi pidana penjara yang layu dalam jangka 

waktu yang lama yaitu 12 (dua belas) tahun .20 

Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini 

meliputi : 

                                                           
       19 Ibid hlm. 131 
       20 Ibid hlm. 131 
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 Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam 

pelanggaran kesusilaan (Pasal 281 KUHP), perampasan 

kemerdekaan (Pasal 333 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). 

 Kealpaan (culpa), dimana hal ini terdapat di dalam 

perampasan kemerdekaan (Pasal 334 KUHP), dan 

menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-lain.  

 Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam 

percobaan atau poging (Pasal 53 KUHP)  

 Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian 

(Pasal 362 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan 

(Pasal 378 KUHP), dan lain-lain 

Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal 

ini terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), 

membunuh anak sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri 

dengan rencana (Pasal 342 KUHP). 

h) Unsur Berdasarkan KUHP 

Buku KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana 

tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku 111 memuat 

pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap 

rumusan. Yakni mengenai tingkah laku atau perbuatan walaupun ada 

perkecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan).21 Unsur kesalahan dan 

melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan sering kali juga 

                                                           
      21 Ibid hlm. 132 
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tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan mengenai unsur 

kemampuan bertanggung jawab. Di samping itu, banyak 

mencantumkan unsur-unsur yang lain baik sekitar atau mengenai objek 

kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. 

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu 

dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana yakni:22 

1) Unsur tingkah laku 

2) Unsur melawan hukum  

3) Unsur kesalahan  

4) Unsur akibat konstitutif  

5) Unsur keadaan yang menyertai  

6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana  

7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana  

8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana  

9) Unsur objek hukum tindak pidana  

10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana  

11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana. 

 

2.1.3 Implementasi 

Definisi implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan.23 Hukum 

diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui 

kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan 

                                                           
       22 Ibid hlm. 133 
       23 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonsia 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



23 
 

yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum 

merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan 

manusia dan tingkah lakunya.24 

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka 

menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut 

dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa 

implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan 

publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang 

memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan 

pelaksanaan. 

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa 

terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau 

program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi 

informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu, sikap 

dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur 

birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana. 

Variabel-variabel tersebut saling berkaitan satu sama lain untuk mencapai 

tujuan implementasi kebijakan peraturan. Komunikasi berkenaan dengan 

bagaimana kebijakan dikomunikasikan pada publik, ketersediaan sumberdaya 

untuk melaksanakan kebijakan, sikap dan tanggap dari pelaku yang terlibat, 

dan struktur pelaksana kebijakan. Ketersediaan sumberdaya pendukung untuk 

melaksanakan kebijakan yaitu sumber daya manusia, merupakan aktor penting 

                                                           
      24 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm. 244. 
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dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan merupakan potensi manusiawi yang 

melekat keberadaanya pada seseorang meliputi isik maupun non fisik berupa 

kemampuan seorang pegawai yang terakumulasi baik dari latar belakang 

pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Informasi 

merupakan sumberdaya kedua yang penting dalam implementasi kebijakan 

peraturan. Informasi yang disampaikan atau memperlancar pelaksanaan 

kebijakan atau program. Kewenangan merupakan hak untuk mengambil 

keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi 

perintah. Sikap dan komitment dari pelaksa kebijakan peraturan. Kunci 

keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan 

dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan 

dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi 

kebjakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan susunan tugas dan para 

pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan 

prosedur standar operasi. 

Proses implementasi kebijakan public baru dapat dimulai jika tujuam-tujuan 

kebijakan public telah ditetapkan, program-program telah dibuat dan dana 

telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Implementasi 

kebijakan apabila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat 

administrasi hukum dimana berbagai actor, organisasi, prosedur, dan teknik 

yang berkerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih 

dampak atau tujuan yang diinginkan.25 

                                                           
       25 Winarno, Budi “Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik” Yogyakarta Media PressIndo 
2002 Hlm. 102 
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Pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata penerapan atau implementasi 

bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. 

Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa implementasi bukan sekadar 

aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-

sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

2.1.4 Pidana Tambahan dalam KUHP 

Dalam sistem penjatuhan pemidanaan di Indonesia dikenal dengan pidana 

pokok dan pidana tambahan yang mana pidana tambahan ini dalam bahasa 

belanda disebut dengan Bijkomende Straf yang artinya pidana tambahan ini 

hanya dapat dijatuhkan disamping pidana pokok. Sesuai dengan ketentuan 

Pasal 10 KUHP pidana tambahan dijatuhkan atas kebebasan hakim dalam 

menilai suatu 40 perkara berdasarkan fakta-fakta yang terungkap 

dipersidangan. Jika hakim menimbang bahwa hukuman tambahan itu perlu 

diterapkan maka diterapkan. 

Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 10 KUHP pidana tambahan meliputi 

pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, pengumuman 

putusan hakim 

a) Pencabutan hak-hak tertentu 

Pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana yang telah dijelaskan dalam 

Pasal 35 KUHP tidak bersifat otomatis tapi harus ditetapkan dengan 

putusan hakim. Hakim boleh menjatuhkan pidana pencabutan hak hak 

tertentu apabila diberi wewenang oleh undang-undang yang 

diancamkan pada rumusan tindak pidana yang bersangkutan. 
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Pencabutan hak hak tertentu melipiti Pasal 317, 318, 334, 347, 348, 

350, 362, 363, 365, 372, 374 dan Pasal 375 KUHP. Sifat hak-hak 

tertentu yang dicabut oleh hakim tidak untuk selamalamanya, 

melainkan hanya dalam waktu tertentu. Kecuali apabila terpidana 

dijatuhi hukuman seumur hidup. Berapa lama pencabutan hak-hak 

tertentu yang dapat dilakukan oleh hakim tercantum dalam Pasal 38 

ayat (1) KUHP. 

b) Perampasan barang-barang tertentu 

Dalam pidana tambahan ini barang yang dapat dirampas yaitu barang 

barang yang didapat karena kejahatan dan barang-barang yang sengaja 

digunakan dalam melakukan kejahatan, dalam hal ini berlaku ketentuan 

41 umum haruslah kepunyaan terpidana sebagaimana yang dijelaskan 

dalam Pasal 39 KUHP. 

c) Pengumuman putusan hakim 

Pengumuman putusan hakim tercantum dalam Pasal 43 KUHP. Dalam 

pasal tersebut ditentukan bahwa apabila hakim memerintahkan supaya 

putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan 

umum lain maka hakim harus menetapkan pula bagaimana cara 

melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana.  

“Dapat disimpulkan bahwa delik-delik yang dapat dijatuhi tambahan berupa 

pengumuman putusan hakim merupakan tujuan dari pidana tambahan agar dapat 

membantu masyarakat terhindar dari kelihaian busuk atau kesembronoan pelaku 

kejahatan”  
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Pidana tambahan merupakan pengembangan langkah dan pola pencegahan 

pelanggar hukum yang dikembangkan secara efektif melatarbelakangi beragam 

jenis kejahatan yang ada di masyarakat, sehingga menciptakan mekanisme 

pengendalian sosial yang dinamis. Sifat pidana tambahan mempunyai daya kerja 

yang efektif dan mencegah secara umum, sehingga setiap orang akan menjadi tahu 

bahwa hukum sebagai aturan yang bersifat mengikat akan menindak tegas bagi 

siapapun yang melakukan tindak pidana, disamping itu bertujuan untuk melindungi 

masyarakat terhadap orang tertentu yang mungkin akan melakukan delik-delik yang 

dapat merugikan masyarakat.  

Perbedaan pidana pemberatan dan pidana tambahan berdasarkan Perppu 

(Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) No.1 Tahun 2016  terletak  pada  

Pasal  81  ayat  3  dan  4  yang  menyatakan  bahwa:Pasal  81  ayat  (3) ”Dalam hal 

tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, 

orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga 

kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih  

dari  satu  orang  secara  bersama-sama,  pidananya  ditambah  1/3  (sepertiga)  dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).26 

2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kebiri Kimia 

2.2.1 Pengertian Kebiri Kimia 

Kebiri adalah sebuah proses pembedahan yang dilakukan pada seseorang 

dengan cara mengamputasi organ dalam testisnya sehingga mereka kehilangan 

                                                           
       26 Gita Cristin Debora Sihotang, Edi Warman, Edi Yunara, Edy Ikhsan. “Penjatuhan Pidana 
Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Predator Anak Pada PutusanNo.69/Pid.Sus/2019/PN.Mjk” Volume 1 Issue 
3 July 2022. Hlm. 165 
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gairah seksualnya. Dalam bahasa kedokteran disebut dengan gonadectomy. 

Gonadectomy merupakan proses pengamputasian organ dalam testis melalui 

pembedahan secaraa fisik dengan menghilangkan alat genital secara permanen 

dengan tujuan mengurangi bahkan menghilangkan kadar hormone testosterone  

yang terdapat dalam diri manusia. Sedangkan testosterone  sendiri merupakan 

hormone yang berperan dalam fungsi yang salah satunya adalah fungsi seksual agar 

seorang pria dapat berereksi.27 Sehingga jika sumber pengaruh utama pada gairah 

seksual seorang pria dihilangkan maka tidak akan bisa merasakan gairah seksualnya 

lagi 

Kebiri kimia adalah salah satu hukuman untuk pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak di Indonesia. Hal ini dijelaskan pada Perppu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang) No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, 

khususnya pada pasal 81 (tentang sanksi terhadap pelaku pemerkosaan) dan pasal 

82 (tentang sanksi terhadap pelaku pencabulan). Kekerasan seksual terhadap anak 

sering berkaitan dengan pedofilia. Pedofilia didefenisikan sebagai minat seksual 

yang berkelanjutan terhadap anak dibawah usia 13 tahun. American Psychological 

Association menyatakan bahwa pedofilia adalah gangguan mental, dan hubungan 

seks antara orang dewasa dan anak-anak selalu salah28 

Kebiri kimia pada dasarnya memang dapat menurunkan hormon seksual, 

namun jika untuk dihentikan untuk waktu yang lama perlu dilakukan adanya 

                                                           
       27 Dr. Gabriella Florencia. 2019. “Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan Wanita.” 
https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita Diakses 
tanggal 10 Juni, pukul 18.00 
       28 Adinda Rudystina. 2017. “Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.” 
https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/ Diakses tangggal 10 
Juni, pukul 18.30  
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pemotongan organ testis. Di sisi yang lain walaupun dorongan seksual tersebut 

berhenti namun dikhawatirkan dapat kembali lagi karena adanya memori ingatan 

psikologis yang menimbulkan gairah seksual, dan ditakutkan pelaku menjadi lebih 

agresif dalam lingkungan sosialnya. Namun belum ada data yang mendukung 

bahwa penerapan hukuman ini memberikan efek jera dari hukuman sebelumnya.29 

Penerapan hukuman kebiri kimia yaitu dengan cara menyuntikan cairan 

anti-androgen ke dalam tubuh pelaku (pria) yang bertujuan agar dapat mengurangi 

hormon androgen (gairah seksual) dan kadar testosteron pada pelaku. Sedangkan, 

penerapan pemasangan alat pendeteksi elektronik yaitu dengan cara memasukkan 

alat pendeteksi elektronik (chip) tersebut ke dalam tubuh pelaku setelah penerapan 

kebiri kimia guna mengontrol gairah seksual pelaku apakah dalam kondisi stabil, 

menurun atau justru kembali meningkat. 

Di Indonesia, penerapan untuk kebiri secara kimiawi tercantum dalam UU 

17/2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang 

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No 23/2002 tentang 

Perlindungan Anak yang telah disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 9 

November 2016. Adapun perubahan yang dilakukan dalam UU No 17/2016 sebagai 

berikut:  

Ketentuan Pasal 81 :30 

                                                           
       29 Nurhidayat, Taufik.”Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di  

Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016)”. Jurnal  
Sosial dan Politik 24, No.1 (2019): hlm. 76 
       30 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 
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1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);  

2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain; 

3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 

aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 

dari satu 

4) Orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 4. Selain 

terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang 

pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 76D;  

5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka 

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana 
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mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) 

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; 

6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), 

ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku; 

7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5) dapat 

dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik;  

8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan 

bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu 

pelaksanaan tindakan; 

9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

Selain itu, di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni 

Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:31 

1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan 

untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah 

terpidana menjalani pidana pokok; 

2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan;   

                                                           
       31 Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi; 4. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Selain itu ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :32 

1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun 

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); 

2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, 

aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih 

dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 

(sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1); 

3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan 

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E; 

4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E 

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka 

berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya 

fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya 

                                                           
       32 Ibid Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 
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ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1); 

5)  Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku; 

6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan 

ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat 

pendeteksi elektronik; 

7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan 

bersamasama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu 

pelaksanaan tindakan; 

8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak. 

 

Di antara Pasal 82 dan Pasal 83, menurut UU 17/2016, disisipkan 1 

(satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:33 

1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) 

dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana 

pokok;  

2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah 

pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan 

urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan; 

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

                                                           
       33 Ibid Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 
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2.2.2 Jenis-Jenis Obat Kimia 

 Dianggap berbenturan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), karena 

hukuman kebiri merupakan hukuman yang dapat menimbulkan berbagai efek 

samping yang dapat timbul pada tubuh pelaku kekerasan seksual. Efek samping 

yang dapat ditimbulkan dari hukuman kebiri inilah yang kemudian dianggap tidak 

manusiawi dsan melanggar hak asasi manusia. Efek samping yang dapat timbul 

dari adanya kebiri kimia meliputi: 

a) Meningkatkan kecemasan , stress, depresi dan frustasi 

b) Mudah lelah 

c) Bulu badan berkurang 

d) Memperbesar kelenjar payudara pada pria 

e) Mengurangi massa otot 

f) Meningkatkan berat badan, yang berakibat menaikkan resiko penyakit 

jantung dan pembuluh darah 

g) Mengurangi kerapatan tulang yang berakibat meningkatkan penyakit 

osteoporosis 

h) Hipertensi 

i) Meningkatkan kadar gula darah 

j) Memperkecil ukuran testis 

k) Tak mampu ereksi 

l) Mengurangi jumlah sel sperma34 

                                                           
      34 Ismantoro Dwi Yuwono,”Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual terhadap 
Anak”, Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2015 
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 Efek samping itu menjadi salah satu pertimbangan dimana hukuman kebiri 

tidak seharusnya diterapkan. Pelaksanaan hukuman kebiri kimia juga mendapatkan 

penolakan oleh Ikatan Dokter Indonesia (IDI), lantaran penyuntikkan zat kimia 

terhadap pelaku kekerasan seksual bertentangan dengan kode etik dokter yang 

diatur dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia Nomor. 

221/B/A.4/04/2002 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia Pasal 7 A yang 

berbunyi “Seorang Dokter harus, dalam setiap praktek medisnya, memberikan 

pelayanan medis, yang berkompeten dan kebebasan teknis dan moral sepenuhnya, 

disertai rasa kasih sayang dan penghormatan atas martabat manusia. 

Tiga obat kimia yang berperan untuk mengurangi testosteron yaitu 

1) Cyproterone Acetate (CPA) 

Cyproterone acetate merupakan sebuah progesteron aktif yang bersaing 

dengan dihidrotestosteron yang merupakan androgen intraselular utama 

pada sebagian besar jaringan target. 28 berperan untuk mengikat reseptor 

androgen. Obat ini juga menekan LH dan FSH, serta memiliki kualitas 

progestasional. Obat ini dapat mengeliminasi nafsu dan gairah seksual 

dengan mengurangi tingkat testosteron secara dramatis. Dosis obat ini 

100mg perhari. Akan tetapi hal ini hanya bersifat sementara,35 libido akan 

menghilang dalam waktu dua minggu setelah pengobatan dimulai dan akan 

pulih kembali dalam dua minggu jika pengobatan dihentikan.30 Dengan 

                                                           
       35 V. Mark Durand dan David H. Barlow, Intisari Psikologi Abnormal, terj: Helly Prajitno 
Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 111 
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kata lain jika pengobatan dihentikan nafsu dan gairah seksual tersebut akan 

kembali lagi 

2) Medroxyproegsterone Acetate (MPA) 

Medroxyproesterone acetate atau yang dikenal sebagai Depo Provera berisi 

progesteron sintetis. Dengan menyuntikkan lebih banyak hormon wanita ke 

tubuh pria, hasrat seksual pria akan turun. Depo Provera, yang nama 

generiknya adalah depot medroxyprogesterone acetate, biasanya digunakan 

untuk mengontrol kehamilan pada wanita subur. Jadi, ini masuk golongan 

obat kontrasepsi yang bisa digunakan untuk kebiri kimia. Obat ini 

disuntikkan ke dalam vena, dengan masa kerja aktif selama 14-15 minggu. 

Setelah itu, efek obat akan hilang dan perlu disuntik kembali. “Depo Provera 

dapat menekan produksi hormon testosteron sehingga menyebabkan 

menurunnya bahkan hilangnya fungsi hormon itu,” kata Mohammad Hasan 

Machfoed, Ketua Umum Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis 

Saraf Indonesia. Efeknya beruntun, antara lain dorongan seksual menurun, 

tidak bisa ereksi, testis mengkerut, produksi sel sperma turun, massa otot 

menyusut, tulang keropos, mudah lelah, dan payudara membesar. 

3) Leuprolide dan Triptorelin 

Pengobatan dengan triptorelin dilaporkan berhasil mengakhiri perilaku 

penyimpangan seksual. Meskipun demikian, kelainan tersebut akan kambuh 

lagi jika pengobatan dihentikan. Leuprolid adalah penghambat sintesa 

testosteron yang efektif. Jika obat ini diberikan dalam waktu yang lama, 

kadar RH dan testosterone akan menurun akibatnya obat ini dapat 
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mengurangi gairah seksual, dan dapat mengurangi tingkat testosterone 

hingga mendekati angka nol 

 

2.3 Tindak Pencabulan 

2.3.1 Defenisi Pencabulan 

Pencabulan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah pencabulan adalah 

kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan 

santun (tidak senonoh), tidak susila, bercabul: berzinah, melakukan tindak 

pidana asusila, mencabul: menzinahi, memperkosa, mencemari kehormatan 

perempuan, film cabul: film porno. Keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar 

kesusilaan, kesopanan).36 

Perbuatan cabul (ontuchtige hendelingen) adalah segala macam wujud 

perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang 

lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh 

lainnya yang dapat merangsang nafsu 

Pencabulan menurut Moeljatno adalah segala perbuatan yang melanggar 

susila atau perbuatan keji yang berhubungan dengan nafsu kekelaminannya. 

Definisi yang diungkapkan Moeljatno lebih menitikberatkan pada perbuatan 

yang dilakukan oleh orang yang berdasarkan nafsu kelaminnya, di mana 

langsung atau tidak langsung merupakan perbuatan yang melanggar susila dan 

dapat dipidana. 

                                                           
       36 Yanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 2012, Penerbit Agung Mulia, Jakarta. 
Hlm. 12 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Menurut R. Soesilo yaitu “Segala perbuatan yang melanggarkesusilaan 

(kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi 

kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba 

buah dada, dan lain sebagainya. Pada umumnya yang menjadi pencabulan ini 

adalah anak-anak37 

Mengenai tindak pidana pencabulan, harus ada orang sebagai subjeknya dan 

orang itu melakukannya dengan kesalahan, dengan perkataan lain jika dikatakan 

telah terjadi suatu tindak pidana pencabulan, berarti ada orang sebagai 

subjeknya dan pada orang itu terdapat kesalahan. Adapun unsur-unsur 

mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah : 

1. Unsur “Barang siapa” , dalam hal ini menunjukkan tentang subjek 

atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. 

2. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian 

kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan pebuatan cabul”38 

                                                           
       37 R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal 
Demi Pasal, ( Bogor: Politea: 1996), hal.  212. 
       38 Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia tentang Perlindungan Anak, UU Nomor 23 
Tahun 2002, Pasal 82 
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Tindak pidana pencabulan terhadap anak berdasarkan KUHP terdapat dalam 

Pasal 287 ayat (1) dan (2), 288 ayat (1) (2) dan (3), 289, 290 ayat (2) dan (3), 292, 

293, dan 294 ayat (1) KUHP, yaitu: 

a) Pasal 287 

1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, 

padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita 

itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya belum jelas, bahwa belum 

waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama 

Sembilan tahun. 

2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu 

belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam 

pasal 291 dan pasal 294.39 

b) Pasal 288 

1) Barang siapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan 

belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka-

luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun 

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara 

paling lama delapan tahun 

3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun.40 

 

                                                           
      39 KUHAP, Pasal 287 Ayat 1 dan 2 
      40 KUHAP, Pasal 288 Ayat 1 2 dan 3 
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c) Pasal 289 

Barang siapa dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk 

melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan 

pidana penjara paling lama Sembilan tahun.41 

d) Pasal 290 KUHP:  

1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal 

diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima 

belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum 

waktunya untuk dikawin. 

2) Barang siapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus 

diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya 

tidak jelas yang bersangkutan atau kalau belum waktunya untuk dikawin, 

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau 

bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain”.42 

e) Pasal 292 KUHP 

 “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain 

sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum 

dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.43 

f) Pasal 293 ayat (1) KUHP 

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, 

menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau 

dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik 

                                                           
       41 KUHAP, Pasal 289 
        42 KUHAP, Pasal 290 Ayat 1 dan 2 
       43 KUHAP, Pasal 292 
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tingkahlakunya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan 

cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 

selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara paling lama 

lima tahun.44 

g) Pasal 294 ayat (1) KUHP 

Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak 

angkatnya, anak di bawah pengawasannya, yang belum dewasa, atau dengan 

orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau 

penjagaannya diserahkan kepadanya ataupun dengan bujangnya atau 

bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling 

lama tujuh tahun penjara.45 

Tindak Pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-

unsur : 

a) Unsur-unsur subjektif: 

1) Yang ia ketahui 

2) Yang sepantasnya harus ia duga 

b) Unsur-unsur objektif 

1) Barang siapa 

2) Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan 

                                                           
       44 KUHAP, Pasal 291 Ayat 1 
       45 KUHAP, Pasal 294 Ayat 1 
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3) Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum 

dapat dinikahi.46 

Dari diisyaratkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur 

yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam 

rumusan tindak yang diatur dalam pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat 

mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP 

itu mempunyai unsur subjektif yang “proparte dolus” dan “pro parte culpa” 

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak 

pidana yang diatur dalam pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang 

belum dapat dinikahi. 

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur 

subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat 

membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidak-tidaknya dapat 

menduga bahwa wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan 

dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat 

dinikahi.  

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat 

(1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukan pria, yang 

apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur 

dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelak dari tindak 

                                                           
       46 Drs. P. A. F. Lamintang, S. H, “Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan & Norma 
Kepatutan”, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 113-114 
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pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam 

pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar 

perkawinan.47 

. Untuk terpenuhinya unsur ini oleh pelaku, tidaklah cukup jika hanya terjadi 

persinggungan diluar antara alat kelamin pelaku dengan alat kelamin korban, 

melainkan harus terjadi persatuan antara alat kelamin pelaku dengan alat 

kelamin korban. Dengan terjadinya persatuan antara alat kelamin pelaku dengan 

alat kelamin korban itu saja, belum cukup bagi orang untuk menyatakan pelaku 

terbukti telah memenuhi unsur objektif kedua dari tindak pidana yang diatur 

dalam pasal 287 ayat (1) KUHP, karena disamping itu Undang-undang juga 

mensyaratkan bahwa persatuan antara alat-alat kelamin itu harus terjadi diluar 

pernikahan atau buiten echt.48 

2.3.2 Jenis-Jenis Pencabulan 

Bentuk pencabulan cukup beragam, ada beberapa jenis istilah tentang 

pencabulan, yaitu :  

a) Exhition seksual, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.  

b) Voyeurism, orang dewasa mencium anak dengan nafsu.  

c) Fondling, mengelus/meraba alat kelamin anak.  

d) Fellato, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut. 

 

                                                           
       47 Ibid 
       48 Ibid hlm. 115 
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Pelaku pencabulan terhadap anak-anak dibawah umur yang dapat juga 

disebut dengan child molester, dapat digolongkan ke dalam lima kategori, 

yaitu : 

1. Immature, para pelaku melakukan pencabulan disebabkan oleh 

ketidakmampuan mengidentifikasi diri mereka dengan peran seksual 

sebagai orang tua.  

2. Frustated, para pelaku melakukan kejahatannya (pencabulan) sebagai 

reaksi melawan frustasi seksual yang sifatnya emosional terhadap orang 

dewasa. Sering terjadi mereka beralih kepada anak-anak mereka sendiri 

(incest) merasa tidak seimbang dengan istrinya.  

3. Sociopathic, para pelaku pencabulan yang melakukan perbuatannya 

dengan orang yang sama sekali asing baginya, suatu tindakan yang keluar 

dari kecendruangan agresif yang terkadang muncul.  

4. Pathological, para pelaku pencabulan yang tidak mampu mengontrol 

dorongan seksual sebagai hasil psikosis, lemah mental, kelemahan organ 

tubuh atau kemerosotan sebelum waktunya (premature senile 

derioration). 49 

 

 

 

                                                           
       49 Sudaryono dan Natangsa Subakti, 2005, Hukum Pidana, Penerbit Fakultas Hukum  
Muhamadiyah Surakarta, Surakarta. Hal. 131  

 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



45 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Waktu Dan Tempat Penelitian 

3.1.1 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian akan dilksanakan sekitar bulan Juli 2022 setelah 

melakukan seminar proposal dan perbaikan outline Adapun tabel waktu 

penelitiannya adalah sebagai berikut : 

Tabel 2 : Ringkasan Waktu Penelitian 

No KEGIATAN 

Tahun 2024 

Jan 
2023 

Juni 
2023 

Juli 
2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
1. Pengusulan Judul Penelitian             

2. Penyusunan Proposal Penelitian             
3. Konsultasi, Koreksi, dan Perbaikan Proposal             
4. Seminar Proposal             

5. Pelaksanaan Penelitian             

6. Koreksi, Konsultasi dan Perbaikan             
7. Seminar Hasil             
8. Ujian Skripsi             

 

3.1.2 Tempat Penelitian 

Tempat penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Medan yang 

beralamat di Jalan Pengadilan, Kota Medan, Medan, Nomor 20111 
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3.2 Metode Penelitian 

3.2.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan 

kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan 

penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang 

terjadi dalam kenyataan di masyarakat.50 Menurut Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamuji menjelaskan, bahwa penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis 

adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.51 

3.2.2 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah 

deskriptif analisis dari studi kasus Putusan Putusan Nomor 695/Pid.Sus/2019/PT 

SBY. Deskriptif yaitu mendeskripsikan fakta-fakta empiris di lapangan dengan 

analisa normatif, sehingga fakta-fakta tersebut memiliki makna dan kaitan dengan 

permasalahan yang diteliti.52  

3.2.3 Sumber Data 

Adapun sumber data dalam penelitian terdiri dari : 

a) Data Primer 

oleh peneliti yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. 

Selain responden ada juga istilah informan yang menurut Salim HS dan 

Erlies Septina Nurbaini, yakni orang atau individu yang memberikan 

                                                           
50 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal 

15. 
51 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 14. 
52 Thalis Noor Cahyadi, 2013, Efektifitas Bantan Hukum di Pengadilan, Jurnal 

Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 1, April. Hlm 20.  
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informasi data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya 

dan peneliti tidak dapat mengarahkan jawaban sesuai dengan yang 

diinginkan.53 Adapun data primer didapatkan melalui wawancara dengan 

Hakim dari Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus 

pencabulan. 

b) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan untuk mendukung tujuan 

penelitian ini, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-

buku, hasil-hasil penelitian dan sebagainya. Adapun jenis datanya 

adalah: 

a) Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, dalam 

penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Perppu (Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang) No. 1 Tahun 2016 (Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak) sebagai peraturan untuk mengatur penambahan dan 

pemberatan pidana 

b) Bahan hukum sekunder, semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi meliputi buku-buku teks, 

jurnal-jurnal hukum serta media elektronik.  

c) Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum dan kamus 

bahasa. 

                                                           
53 Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis 

dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal. 25. 
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3.2.1 Teknik Pengumpulan Data 

Berdasarkan hal tersebut, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu 

a) Wawancara  

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti 

akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan 

yang harus diteliti dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari 

responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit.54 

Dalam teknik wawancara penulis melakukan tanya jawab langsung 

kepada Hakim di Pengadilan Negeri Medan yang menangani kasus 

pencabulan 

b) Penelitian Pustaka 

Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, penulis melakukan 

metode dokumentasi, metode dokumentasi adalah informasi yang berasal 

dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari 

perorangan terkait dengan penambahan hukuman kebiri kimia terhadap 

Tindak Pidana Cabul. 

3.2.2 Analisis Data 

Analisis data merupakan tahap yang penting dalam suatu proses penelitian. 

Dikatakan penting karena pertanyaan-pertanyaan penelitian akan terjawab pada 

tahap ini. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif 

yang merupakan analisis yang mengupayakan dilakukannya dengan jalan 

                                                           
54 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hal 194. 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



49 
 

bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan 

yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, 

menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang 

dapat diceritakan kepada orang lain. 
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari pembahasan diatas dapat diambil dua kesimpulan yaitu : 

1) Pelaksanaan hukuman kebiri dilakukan harus sesuai dengan tata cara 

dan prosedur yang berlaku dengan memperhatikan hak asasi yang 

dimiliki oleh pelaku dan hukuman tersebut harus membawa 

kemanfaatan sebagai tujuan utama dari hasil rehabilitasi yang 

dilakukan. Dalam implementasi di lapangan berbeda hal, dimana 

perbuatan pelaku tidak mencerminkan adanya penyimpangan sex, 

sehingga para korban mengharapkan hukuman yang sangat berat 

bagi pelaku kejahatan tersebut, dimana harapan masyarakat 

khususnya pihak korban, dimana para pelaku mendapatkan efek jera 

yang nyata dan jelas sehingga menjadi pelajaran bagi orang yang 

akan mencoba untuk melakukan hal tersebut.  

 

2) Hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat memberi 

wewenang kepada aparat penegak hukum untuk menerapkan dan 

melaksanakan suatu peraturan berupa pembinaan yang mana 

pembinaan tersebut dilakukan sesuai dengan tata cara dan 

kemampuan yang dimiliki oleh institusi penegak hukum 

sebagaimana yang tercantum undang-undang. Berkaitan dengan 

pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis. Dalam putusan 
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tersebut, menyatakan bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa 

memiliki pertimbangan yakni keadaan yang memberatkan adalah 

bahwa perbuatan tersebut telah menimbulkan perasaan sedih yang 

mendalam pada keluarga korban dan sangat meresahkan 

masyarakat. Sementara untuk keadaan yang meringankan tidak ada. 

Namun, berdasarkan penelitian penulis, peraturan terkait sanksi 

pidana tambahan kebiri kimia yang dimuat dalam Pasal 81 Ayat (7) 

UU No. 17 Tahun 2016 tidak dicantumkan dalam pertimbangan 

hukum Hakim. Hakim memutus dengan landasan bahwa hakim 

memiliki kebebasan dalam memutus perkara. 

5.2 Saran 

1) Kebiri kimia sangat efektif terhadap kasus pencabulan dikarenakan 

sudah banyak korban maupun seorang anak, perempuan, hingga laki-

laki yang bisa mengganggu kesehatan psikis maupun kejiwaan korban 

pencabulan tersebut. Namun jika dilihat dengan hukuman kebiri kimia 

ada rentan masanya dan jika sistem hormone pelaku pencabulan sudah 

normal, pelaku bisa saja melancarkan aksinya melakukan kasus yang 

sama, jika bisa kebiri kimia dibuat permanen hingga pelaku pencabulan 

tidak bisa mengulangi perbuatan tercela tersebut. 

2) Pada jaman sekarang kejahatan pencabulan anak semakin bertambah 

dan banyak lagi pelaku yang belum dilaporkan oleh korban karena 

ketakutan karena diancam untuk tidak melaporkan hal tersebut kepada 

pihak berwajib. Oleh karena itu, pihak berwajib bisa memberikan 

edukasi kepada anak-anak dibawah umur untuk mengetahui mengenai 
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kejahatan tersebut. Seperti mendatangkan pihak berwajib ke sekolah-

sekolah dan dengan cara itu bisa mengurangi angka kejahatan atas kasus 

pencabulan terhadap anak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



87 
 

DAFTAR PUSTAKA 

A. Buku 

A.Zaqiah Saudi, Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Ditinjau 

Dari Hukum Islam, Makassar, 2016 

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008) 

P.A.F Lamintang, Hukum Penintesier Indonesia, Penerbit Amrico, Bandung 2002 

Syamsul Arifin, Zaini Munawir, dan Muhammad Yusrizal Adi Syaputra, Pengantar 

Hukum Indonesia, Citapustaka Media, Bandung 2014 

R. Soesilo, Kitab-Kitab Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentar 

Lengkap Pasal Demi Pasal, ( Bogor: Politea: 1996) 

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian 

Tesis dan Disertasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan   

Singkat, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010) 

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R&D, (Bandung: Alfabeta, 2010) 

V. Mark Durand dan David H. Barlow, Intisari Psikologi Abnormal, terj: Helly 

Prajitno Soetjipto dan Sri Mulyantini Soetjipto, Yogyakarta; Pustaka 

Pelajar, 2006 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



Yanti Yuniar, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Penerbit Agung Mulia, Jakarta 

2012 

Joko Sriwidodo, Kajian Hukum Pidana Indonesia “Teori dan Praktek” Penerbit 

Kepel Press, Yogyakarta 2019 

B. Kitab Undang-Undang 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

PERPPU (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) Nomor 70 Tahun 

2020 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

C. Jurnal 

Adam Yuriswanto Ahmad Mahyani DiH Jurnal Ilmu Hukum Volume 14 Nomor 27 

Februari 2018 

Adithya Andreas, dan Maharani Nurdin, Penerapan Peraturan Kebiri Kimia Bagi 

Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak,( Skripsi, Fakultas Hukum, 

Singaperbangsa, Karawang), 

Barda Nawawi Arif, Ragam Jurnal Perkembangan Humaniora Vol.14 No. 1 April, 

2014 

Ismantoro Dwi Yuwono,”Penerapan Hukum dalam Kasus Kekerasan Seksual 

terhadap Anak”, Yogyakarta;Pustaka Yustisia,2015 

Cindrawati, S. Umar, Selviani Sambali, Noldy Mohede ” Tinjauan Hukum Pidana 

Dalam Penerapan Hukuman Tambahan Kebiri Kimia Bagi PELAKU 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA



89 
 

Kekerasan Seksual Terhadap Anak Berdasarkan Pasal 81 UU NO.17 Tahun 

2016” Lex Crimen Vol. X/No. 2/Mar/EK/2021 

Desti Sri Utari, Sanyoto, dan Dessi Perdani Yuris Puspita Sari “Hukuman Pidana 

Pokok dan Tambahan Kebiri Kimia Terhadap Pelaku Kekerasan Seksual 

Kepada Anak” S.L.R Vol.2 (No.3) 

Ida Bagus Gede Subawa dan Putu Sekarwangi Saraswati, Kajian Kriminologis 

Tindak Pidana Pencabulan, Published: 25/07/2021 

Indonesia (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2016)”. Jurnal  

 

Nike Luciana Sari, Wiwik Afifah, Pemberatan Pidana bagi Pelaku Pemerkosaan 

Hubungan Sedarah (INCEST) Vol. 8 No. 1 : Agustus 2021 

Nurhidayat, Taufik.”Penerapan Hukum Kebiri Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Di  
Sosial dan Politik 24, No.1 (2019): 

Thalis Noor Cahyadi, 2013, Efektifitas Bantan Hukum di Pengadilan, Jurnal 

Rechtsvinding, Volume 2, Nomor 1, April 

 

D. Internet 

Adinda Rudystina. 2017. “Apa itu Kebiri kimia dan Bagaimana Prosesnya.” 

https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/ 

Dr. Gabriella Florencia. 2019. “Fungsi Hormon Testosteron Bagi Pria dan 

Wanita.201Dhttps://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-

bagi-pria-dan-wanita 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

https://hellosehat.com/seks/kontrasepsi/mengenal-proses-kebiri-kimia/
https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita
https://www.halodoc.com/artikel/fungsi-hormon-testosteron-bagi-pria-dan-wanita


http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-

Terbanyakdi-Tahun-2016, 

https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-kebiri-kimia-ini-proses-dan-efek-

sampingnya-bagi-pelaku-kekerasan-seksual?page=all 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-
pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuad Bawazeir -  Implementasi Pidana Tambahan Kebiri Kimia Dalam ...

----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/5/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)15/5/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyak-di-Tahun-2016
http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyak-di-Tahun-2016
http://beritasumut.com/peristiwa/Pencabulan--Kasus-Tindak-Kekerasan-Anak-Terbanyak-di-Tahun-2016
https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-kebiri-kimia-ini-proses-dan-efek-sampingnya-bagi-pelaku-kekerasan-seksual?page=all
https://caritahu.kontan.co.id/news/apa-itu-kebiri-kimia-ini-proses-dan-efek-sampingnya-bagi-pelaku-kekerasan-seksual?page=all
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerkosaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir
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Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,  
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Wawancara Dengan Dr. Azmiati Zuliah,SH,MH 26 Januari 2023 Pukul 
16.00 WIB 

 
 

1. Apakah ibu pro atau kontra terhadap kebiri kimia ini? 
Setuju dilakukan mengingat kekerasan seksual terhadap anak harus mendapatkan 
penanganan secara luar biasa karena para pelakunya telah merusak masa depan 
bangsa Indonesia, mengingat kasus kejahatan seksual semakin meningkat agar ada 
efek jera bagi pelaku persetubuhan dan pelaku tindak pencabulan. Namun 
hukuman kebiri ini tidak boleh berlaku kepada pelaku anak. Solusi terbaik dari 
suatu sistem penegakan hukum adalah memaksimalkan upaya pencegahan 
kekerasan seksual terhadap anak. Penerapan  tindakan kebiri kimia yang dilakukan 
atas dasar  lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan 
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun Tentang Perlindungan Anak. Kebiri 
kimia dilakukan dengan harapan akan turunnya angka kekerasan seksual, namun 
efektivitas pelaksananannya belum terbukti berhasil dilaksanakan. Penerapan 
kebiri kimia bagi pelaku kejahatan seksual anak adalah perwujudan perlindungan 
HAM anak korban kekerasan seksual , meskipun banyak pihak yang tidak setuju 
kebiri kimia merupakan bentuk pelanggaran HAM , saya setuju sepanjang sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara 
Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia. 

2. Mengapa yang dulunya kebiri dirubah ke kebiri kimia apakah ibu lebih setuju 
kebiri dulu atau kebiri kimia? 
Lebih pada efek yang ditimbulkan jika kebiri bedah akan bersifat permanen 
sementara kebiri kimia lebih pada pembatasan yang lebih realistis dan masih 
manusiawi dan dapat ditentukan batas waktunya karena metode yang dilakukan 
merupakan pengurangan kadar testosteron dalam tubuh dengan mengkonsumsi 
obat-obatan tertentu agar menekan libido atau dorongan seksual, Kebiri bedah 
masuk pada fisik dilakukan dengan cara melakukan amputasi atau 
pemotongan pada organ seks. Sementara itu, kebiri kimia, sesuai namanya 
dilakukan dengan cara menyuntikkan zat kimia anti-androgen ke tubuh 
seseorang, jadi bukan pada alat kelaminya. Saya akan lebih setuju dilakukan 
langsung kebiri kimia tidak dengan kebiri fisik. 

3. Apakah yang melakukan hal kebiri kimia ini dari pihak dokter atau pengadilan.?  
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeketsi Elektronik, Rehabilitasi, dan 
Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak yang 
menyebutkan bahwa jaksa dapat memberikan perintah kepada petugas yang 
memiliki kompetensi di bidangnya maka hal tersebut selaras bahwa dokterlah yang 
memiliki kompetensi dalam bidang medis. Hal ini dipertegas pada pasal 9 huruf b 
mengenai tatacara pelaksanaan kebiri kimia dengan menyebutkan dokter sebagai 
pelaksanaan tindakan eksekusi kebiri kimia kepada Pelaku Persetubuhan. 
Implikasi yuridis bahwa putusan yang diputuskan hakim dapat dijalankan karena 
sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dokterlah yang 
memiliki ilmu dalam bidang medis dan yang menjadi eksekutor pidana tambahan 
kebiri kimia adalah dokter. 

4. Menurut pendapat ibu kriteria kasus pencabulan apa saja yang dapat diberi sanksi 
kebiri kimia? 
Kasus dimana pelaku  tindak pidana kekerasan  seksual sudah dewasa, predator 
kekerasan seksual yang menyimpang dan melakukan perbuatan kekerasan seksual 
dengan jumlah korban lebih dari satu orang. Korban mengalami luka berat, 
gangguan kejiwaan, mengakibatkan penyakit menular, mengakibatkan terganggu 
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jiwanya, mengakibatkan hilangnya fungsi reprodusi, dan/atau mengakibatkan 
koban meninggal dunia . 

5. Apakah benar jika kebiri kimia ini memiliki jangka waktu yang menyebabkan 
kebiri kimia semakin lama setelah disuntikan akan hilang? 
Kebiri kimia ini berbeda dengan kebiri yang langsung dibedah dikelamin pelaku, 
kebiri kimia ini memiliki batas waktu sesuai dengan memberikan penyuntingan 
dengan zat kimia untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai 
rehabilitasi. Biaya penyuntikan juga mahal tergantung pada zat kimia yang 
disuntikan, tidak menutup kemungkinan zat kimia yang disuntik akan hilang, 
dimana tindakan pemasangan chip dan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu 
maksimal 2 tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

6. Menurut ibu, apakah para hakim di indonesia berani menjatuhkan sanksi kebiri 
kimia jika korbannya melebihi 2 orang anak?  
Jika dilihat dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 
Nomor 1 Tahun 2016 pasal 81 Ayat (7) hukuman kebiri kimia dapat 
dikenakan kepada: Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang 
sebelumnya pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang sama. 
.Pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak yang menimbulkan korban 
lebih dari 1 orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 
menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban 
meninggal dunia.Oleh karenanya tidak ada alasan hakim dapat menolak 
Ketika perbuatan kekerasan seksual yang dilakukan memakan banyak korban 
dan perbuatan tersebut tidak manusiawi dan meresahkan masyarakat. Hakim 
pantas menegakan hukum memberikan rasa kepatutan dan keadilan kepada 
korban, Negara juga wajib hadir memberikan pemulihan terhadap korban, 
hadir dalam memberikan pendampingan psikologis dan rehabilitasi terhadap 
korban melalui instansi sosial dan dinas terkait dalam memberikan 
perlindungan terhadap korban.  
 
Medan, 26 Januari 2023 
 

 
 

 
 Yang diwawancarai  
           Dr. Azmiati Zuliah,SH,MH 
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Wawancara Dengan Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,  13 November 2022 
Pukul 11.00 WIB 

 

1. Menurut bapak Kebiri Kimia yang dilakukan kepada pelaku kekerasan ini masih 
terdapat pro dan kontra terhadap penerapannya di Indonesia? 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan pidana 
tambahan kebiri kimia tersebut, dimana penerapan hukuman tersebut masih 
terdapat pro dan kontra dalam pelaksanaanya. Dimana satu sisi bertentangan 
dengan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan 
Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Undang-undang 
Nomor 29 tahun 2004 tentang praktek kedokteran. Sehingga mendapatkan 
perhatian Khusus dalam pelaksaaan dan atau penerapan Hukuman Kebiri kimian 
tersebut mengingat ada aturan hukum terkait hal yang di maksutkan 
 

2. Menurut bapak  bagaimana pertimbangan hukum atas penambahan Kebiri Kimia 
bagi pelaku pencabulan? 
penambahan hukum terhadap terdakwa pidana pencabulan kembali kepada fakta-
fakta yang hadir di dalam persidangan. Sesuai dengan pasal 184 ayat (1) Kitab 
Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sepanjang dipenuhi 2 (dua) alat 
bukti, berarti seseorang terpenuhi melakukan Tindak Pidana yang didakwakan oleh 
Jaksa Penuntut Umum, jika tersangka kasus Tindak Pidana Pencabulan di berikan 
penambahan Hukuman Kebiri Kimia, dalam artian tersangka sudah melanggar 
norma-norma kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (HAM) dan tidak ada 
keringanan jika sudah melanggar hal tersebut dan harus di hukum semaksimal 
mungkin. 
 

3. Menurut bapak kasus kekerasan seksual ini termasuk kasus yang umum terjadi atau 
kasus yang sangat memprihatinkan? 
Kasus kekerasan seksual ini sangat memprihatinkan, karena korban lebih banyak 
seorang wanita atau seorang anak. Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak 
merupakan suatu pelanggaran terhadap norma kesusilaan dan merupakan 
kejahatan yang luar biasa atau bahasa hukumnya extraordinary crime sehingga 
pemerintahpun memberikan upaya perlindungan hukum dengan disahkannya 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mana di 
dalam Undang-Undang tersebut termuat sanksi tindakan kebiri kimia yang 
diperuntukkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak dengan diterapkan 
selama 2 tahun 
 

4. Menurut bapak apakah Kebiri Kimia ini bertentangan dengan Hak Asasi Manusia? 
Penjatuhan pidana harus memperhatikan humanisme dan mengedepankan Hak 
Asasi Manusia. Namun dalam perkosaan, aliran yang cocok diterapkan adalah 
bukan utilitarianism,tetapi newretributive ini,yaknimodifikasidari 
teori retributive murni. Dengan pandangan yang terakhir ini maka kebiri dengan 
model pemberian/penyuntikan hormon antiandrogen menjadi tindakan yang tepat 
 

5. Apakah pelaku pencabulan setelah di Kebiri Kimia sudah selesai masa 
hukumannya dan bisa dilepaskan kepada masyarakat? 
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Setelah melakukan kebiri supaya tercapainya manfaat keberhasilan dalam 
rehabilitasi negara juga harus membantu pelaku untuk mengubah pola pikirnya 
melalui terapi psikologi dan pendidikan seks, pendampingan mental juga 
diperlukan sebagai dukungan atas suatu rehabilitasi hal tersebut dimaksudkan agar 
merubah cara pandang pelaku menjadi normal kembali dan tidak membuat resah 
masyarakat. Mengobati pelaku pedofilia melalui rehabilitasi memiliki kemiripan 
dengan merehabilitasi pecandu narkotika yang pada pokok permasalahan tersebut 
mereka samasama mempunyai ketergantungan atas suatu hal, apabila tidak 
menjalani suatu proses rehabilitasi maka suatu saat ketergantungan tersebut dapat 
kembali terulang dan merugikan masyarakat sekitar. Penerapan hukum menjadi 
tolak ukur untuk menghasilkan kepatuhan hukum yang ada di masyarakat yang 
memiliki peran sebagai sarana perubahan dan untuk menjamin suatu keamanan. 
 
Medan 13 November 2022 
Yang Diwawancarai 
Dr. H. Edwar SH. MH. MKn,  
Selaku Hakim di Pengadilan Negeri Medan 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia 
putusan.mahkamahagung.go.id 

PUTUSAN 

NOMOR 695/PID.SUS/2019/PT SBY. 

OEM I KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan nnggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara-

perkara pidana dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan 

sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa: 

Nama lengkap MUH. ARIS Bin SYUKUR; 

Tempat lahir Mojokeno; 

Umur I tgl. Lahir 20 tahun I 3 Juni 1998; 

Jenis kelamin : Laki - laki; 

Kebangsaan Indonesia; 

Tempat tinggal : Jalan Mangelo Tengah RT.03 RW.10 Kelurahan 

Agama 

Pekerjaan 

Pendidikan 

Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokeno; 

: Islam; 

: Belum Bekerja; 

: SO (Tidak Tamat); 

Terdakwa ditahan dengan Surat Penetapan I Perintah Penahanan oleh: 

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 2 Mei 2019 

sampai dengan tanggal 31 Mei 2019; 

2. Perpanjangan Ketua Pengadilan nnggi Surabaya, sejak tanggal1 Juni 2019 

sampai dengan tanggal 30 Juli 2019; 

PENGAOILAN TINGGI tersebut; 

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan n nggi surabaya tanggal 

26 Juni 2019 Nomor 6951PID.SUSI20191PT SBY, sena berkas perkara Nomor 

691Pid.Susi20191PN Mjk tanggal 2 Mei 2019 dan surat-surat yang bersangkutan 

dengan perkara ini; 

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri 

Kabupaten Mojokeno No. Reg. Perk.:PDM-23/MJKRTOIEuh.2/0l/2019 

tertanggal 18 Februari 2019, yang berbunyi sebagai berikut: 

Hal 1 dari 11 halaman Nomor 69!YPID.SUSI2019/PT SBY 

K•pfl'lftrM fl M~me11 A..,.... R•,.-II ,_, . ... kluu11• 1.,MM'-ll........ul!hm~UII ln'-.•fi~ .... bti<len M<~•l~e/e.tNII.._.,en.WeM.,•11 ~"'lld~yan_,p~llllt;, nn .. ,.,.li<l•nMIIII•N
,.S.,_,.., l\l,.,.,_•d't." N•""'" Hi em ".s.t.l ,.,......,,..., M w,.;...J<Mt t•~IH'm•llll!•n Nottt• t.~ Hn~n Muta• d., ... ....._ "''-o.tlya"f Uno' • 4 .. 11, N l ... ne ebn ""N• .um~,.lfHNdu -ldu lie_.,_. 
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Wajah pelaku Muh, Aris bin Syukur (20 Tahun) Pelaku Tindak Pidana 
Pencabulan 
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